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Abstrak: Crowdsourcing telah muncul sebagai mekanisme transformatif dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik, yang memungkinkan pemerintah memanfaatkan kecerdasan kolektif untuk tata kelola
yang lebih inklusif, transparan, dan efektif. Studi ini mengeksplorasi peluang, tantangan, dan praktik
terbaik dalam mengintegrasikan crowdsourcing ke dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menyoroti
bagaimana crowdsourcing meningkatkan partisipasi warga, mendorong transparansi, dan meningkatkan
efisiensi pengambilan keputusan dengan menyediakan beragam perspektif. Namun, tantangan utama
seperti misinformasi, kesenjangan digital, risiko keamanan data, dan masalah etika menjadi hambatan
bagi implementasinya yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, kerangka kerja strategis sangat
penting, termasuk model tata kelola hibrida, verifikasi data berbasis Al, dan kebijakan inklusivitas digital
yang ditingkatkan. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan crowdsourcing,
menekankan kerangka regulasi yang kuat, undang-undang perlindungan data yang lebih kuat, dan akses
yang adil ke platform partisipasi. Lebih lanjut, studi ini mengidentifikasi arah penelitian di masa
mendatang, termasuk potensi Al dalam menyempurnakan akurasi crowdsourcing dan studi perbandingan
lintas negara tentang praktik terbaik. Seiring dengan semakin banyaknya pemerintah yang mengadopsi
model tata kelola digital, crowdsourcing harus dikelola dengan cermat untuk menyeimbangkan
keterbukaan dengan akuntabilitas. Dengan menerapkan strategi terstruktur, pembuat kebijakan dapat
memaksimalkan manfaat crowdsourcing sekaligus mengurangi risikonya, sehingga mendorong sistem
pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan efektif.

Kata kunci:: Al dalam pembuatan kebijakan, partisipasi warga, crowdsourcing, tata kelola digital,
kebijakan publik

Abstract: Crowdsourcing has emerged as a transformative mechanism in public policy decision-making,
enabling governments to leverage collective intelligence for more inclusive, transparent, and effective
governance. This study explores the opportunities, challenges, and best practices of integrating
crowdsourcing into policymaking. The research highlights how crowdsourcing enhances citizen
participation, fosters transparency, and improves decision-making efficiency by providing diverse
perspectives. However, key challenges such as misinformation, the digital divide, data security risks, and
ethical concerns pose barriers to its effective implementation. To address these challenges, strategic
frameworks are essential, including hybrid governance models, Al-driven data verification, and
enhanced digital inclusivity policies. The study provides policy recommendations for optimizing
crowdsourcing, emphasizing robust regulatory frameworks, stronger data protection laws, and equitable
access to participation platforms. Furthermore, it identifies future research directions, including the
potential of Al in refining crowdsourcing accuracy and cross-country comparative studies on best
practices. As governments increasingly adopt digital governance models, crowdsourcing must be
carefully managed to balance openness with accountability. By implementing structured strategies,
policymakers can maximize the benefits of crowdsourcing while mitigating its risks, fostering a more
democratic, transparent, and effective governance system.
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PENDAHULUAN

Selama dekade terakhir, teknologi
digital telah mentransformasi tata
kelola pemerintahan, memungkinkan
proses pengambilan keputusan yang
lebih  transparan,  efisien, dan
partisipatif. Pemerintah di seluruh dunia
memanfaatkan perangkat digital untuk
meningkatkan  komunikasi  dengan

warga, menyederhanakan tugas
administratif, = dan  meningkatkan
penyediaan  layanan. = Munculnya

inisiatif kota pintar, kecerdasan buatan
(Al), dan analitik data besar telah
berdampak signifikan pada pembuatan
kebijakan, memungkinkan pemerintah
untuk mendasarkan keputusan mereka
pada data waktu nyata dan masukan
warga.(Uzel, 2024)Tata kelola digital,
juga dikenal sebagai e-pemerintahan,
mengintegrasikan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) ke dalam

administrasi publik untuk
meningkatkan efisiensi, mendorong
transparansi, dan mendorong

keterlibatan warga negara.

Salah satu aspek tata kelola
digital yang paling berdampak adalah
perannya dalam memfasilitasi
partisipasi warga. Secara tradisional,
pembuatan kebijakan merupakan proses
top-down di  mana  pemerintah
merancang kebijakan dengan masukan
terbatas dari publik. Namun, kemajuan
teknologi telah memungkinkan
pemerintah untuk beralith ke model
yang lebih inklusif dan partisipatif.
Platform seperti forum daring, petisi
elektronik, dan aplikasi seluler telah
memungkinkan warga untuk terlibat
dalam proses pembuatan kebijakan,
sehingga mendorong pendekatan yang
lebih  demokratis.(Hosseini  dkk.,
2015)Perkembangan ini telah
mendorong munculnya crowdsourcing
sebagai alat yang ampuh dalam
pengambilan keputusan publik.

Mendefinisikan Crowdsourcing
dalam Pengambilan Keputusan
Kebijakan Publik
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Crowdsourcing adalah model
partisipatif yang melibatkan
pengumpulan masukan, ide, dan solusi
dari sekelompok besar orang, biasanya
melalui platform digital. Dalam tata
kelola, crowdsourcing memungkinkan
para pembuat kebijakan  untuk
memanfaatkan kecerdasan kolektif
warga negara guna mengatasi tantangan
sosial yang kompleks.(Sankaran dkk.,
2024)Metode ini telah digunakan di
berbagai bidang, termasuk perencanaan
kota, keberlanjutan lingkungan,
kesehatan masyarakat, dan reformasi
legislatif.

Pemerintah dan lembaga
menggunakan crowdsourcing untuk
melibatkan warga dalam pengambilan
keputusan, memanfaatkan beragam
perspektif dan pengetahuan mereka.
Misalnya, proses reformasi konstitusi
Islandia pada tahun 2011
memanfaatkan crowdsourcing untuk
melibatkan warga dalam penyusunan
konstitusi baru. Demikian pula, inisiatif
penganggaran partisipatif di Brasil telah
memungkinkan warga untuk
mengalokasikan sebagian anggaran
publik berdasarkan prioritas
masyarakat.(CTDIMS, 2024)Contoh-
contoh ini menyoroti bagaimana
crowdsourcing dapat meningkatkan tata
kelola dengan menjadikannya lebih
transparan, inklusif, dan responsif
terhadap kebutuhan publik.

Terlepas dari manfaatnya, urun
daya dalam pembuatan kebijakan
menghadirkan tantangan, termasuk
kekhawatiran atas keandalan,
keamanan, dan aksesibilitas data.
Efektivitas urun daya bergantung pada
kemampuan para pembuat kebijakan
untuk mengelola beragam opini,

menyaring misinformasi, dan
memastikan partisipasi yang adil.
Tantangan-tantangan ni

menggarisbawahi perlunya pendekatan
yang terstruktur dengan baik untuk
mengintegrasikan urun daya ke dalam
tata kelola publik.
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Pernyataan Masalah

Meskipun crowdsourcing
berpotensi  merevolusi  pembuatan
kebijakan, implementasinya masih
merupakan proses yang kompleks dan
terus berkembang. Para pembuat
kebijakan =~ menghadapi  beberapa
pertanyaan: Bagaimana crowdsourcing
dapat diintegrasikan secara efektif ke
dalam kerangka kerja pengambilan
keputusan? Apa saja hambatan utama
yang menghambat adopsinya?
Bagaimana pemerintah dapat
memastikan bahwa data yang di-
crowdsourcing akurat, representatif,
dan dapat ditindaklanjuti?

Peluang dalam Crowdsourcing untuk
Pembuatan Kebijakan

Crowdsourcing memberikan
beberapa peluang bagi para pembuat
kebijakan. Pertama, memungkinkan
inklusivitas ~ yang  lebih  besar,
memungkinkan warga negara dari
beragam  latar  belakang  untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan.
Inklusivitas ini membantu menciptakan
kebijakan yang lebih mencerminkan
kebutuhan dan preferensi masyarakat.
Kedua, crowdsourcing mendorong
inovasi dengan memanfaatkan
kecerdasan kolektif untuk
menghasilkan  solusi  kreatif bagi
permasalahan publik.(Panzarella dkk.,
2024)Pemerintah dapat memanfaatkan
crowdsourcing untuk mengidentifikasi
kesenjangan kebijakan, mengusulkan
reformasi, dan menerapkan inisiatif
baru yang selaras dengan kepentingan
warga negara.

Selain itu, crowdsourcing
meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas  dalam tata  kelola
pemerintahan. Dengan  melibatkan
publik dalam pengambilan keputusan,
pemerintah dapat mengurangi korupsi,
membangun kepercayaan, dan
meningkatkan hasil kebijakan. Platform
yang memungkinkan umpan balik
langsung dari warga membantu
memastikan bahwa kebijakan tetap

adaptif  dan  responsif  terhadap
kebutuhan masyarakat.(Sofonea, 2023).
Tantangan dalam Implementasi
Crowdsourcing dalam Tata Kelola

Terlepas dari berbagai
keuntungan ini, integrasi
crowdsourcing ke dalam tata kelola
publik menghadirkan berbagai
tantangan. Salah satu kekhawatiran
utama adalah keandalan data. Informasi
yang diperoleh dari crowdsourcing
dapat bias, dimanipulasi, atau tidak
akurat, sehingga menyulitkan para
pembuat kebijakan untuk
mengandalkannya dalam pengambilan
keputusan. Terdapat pula masalah
aksesibilitas digital, karena tidak semua
warga negara memiliki akses yang sama
terhadap teknologi, yang berpotensi
menyebabkan terpinggirkannya
komunitas-komunitas
terpinggirkan.(Stokes dkk., 2024).

Tantangan lainnya adalah
keamanan dan privasi. Pemerintah
harus memastikan bahwa platform
crowdsourcing digital aman dan
melindungi data warga negara dari
penyalahgunaan. Selain itu, terdapat
risiko misinformasi dan manipulasi, di
mana kelompok tertentu berupaya
memengaruhi  keputusan  kebijakan
untuk keuntungan mereka sendiri.
Mengatasi tantangan ini membutuhkan
kombinasi mekanisme verifikasi data
yang kuat, program literasi digital, dan
kerangka regulasi.
Tujuan Penelitian

Studi  ini  bertujuan  untuk
mengeksplorasi peran crowdsourcing
dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik dengan mengkaji
peluang, tantangan, dan praktik
terbaiknya. Tujuan utama penelitian ini
adalah:

Untuk memeriksa  peran
crowdsourcing dalam pengambilan
keputusan publik. Tujuan ini bertujuan
untuk memahami bagaimana
pemerintah dan lembaga memanfaatkan
crowdsourcing untuk meningkatkan
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pembuatan kebijakan. Studi kasus di
mana crowdsourcing telah berhasil
memengaruhi hasil tata kelola akan
dikaji.

Untuk mengidentifikasi manfaat
dan  risiko  utama  penggunaan
crowdsourcing dalam tata kelola.Studi
ini akan  menganalisis = manfaat
crowdsourcing, seperti peningkatan
partisipasi warga, transparansi, dan
inovasi. Pada saat yang sama, studi ini
akan menilai risikonya, termasuk
keandalan data, masalah privasi, dan
masalah aksesibilitas digital.

Untuk memberikan rekomendasi
bagi para pembuat kebijakan guna
mengoptimalkan
crowdsourcing.Berdasarkan temuan ini,
penelitian ini akan menawarkan
rekomendasi kebijakan untuk
meningkatkan efektivitas
crowdsourcing. Rekomendasi ini akan
berfokus pada peningkatan infrastruktur
digital, = pembentukan  mekanisme
verifikasi, dan promosi partisipasi
inklusif.

Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan tersebut,
penelitian  ini  akan  menjawab
pertanyaan penelitian berikut:

Bagaimana crowdsourcing
berkontribusi  pada  pengambilan
keputusan kebijakan publik?Pertanyaan
ini mengeksplorasi bagaimana
crowdsourcing memengaruhi proses
tata kelola. Studi kasus, perangkat
teknologi, dan praktik terbaik yang
digunakan dalam crowdsourcing untuk
pembuatan kebijakan akan diselidiki.

Apa keuntungan dan tantangan
penerapan crowdsourcing dalam tata
kelola?Pertanyaan  penelitian  ini
bertujuan  untuk  mengidentifikasi
manfaat dan keterbatasan utama
crowdsourcing dalam kebijakan publik.
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana
berbagai pemerintah telah mengatasi
tantangan ini  dan memanfaatkan
crowdsourcing untuk meningkatkan
tata kelola.
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Praktik terbaik apa yang dapat
diadopsi untuk memastikan
keberhasilan  crowdsourcing dalam
pembuatan kebijakan?Pertanyaan ini
bertujuan untuk memberikan strategi
praktis bagi para pembuat kebijakan
untuk meningkatkan inisiatif
crowdsourcing. Pertanyaan ini akan
mengeksplorasi metode validasi data,
pelibatan pemangku kepentingan, dan
inovasi teknologi.

Dengan mengatasi tantangan-
tantangan ini, para pembuat kebijakan
dapat memaksimalkan potensi
crowdsourcing untuk menciptakan
sistem tata kelola yang lebih inklusif,
transparan, dan efektif. Studi ini akan
berkontribusi pada  perkembangan
pengetahuan tentang tata kelola digital
dengan mengkaji peran crowdsourcing,

mengidentifikasi manfaat dan
risikonya, serta memberikan
rekomendasi kebijakan untuk
optimalisasinya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Crowdsourcing dalam Tata

Kelola

Definisi dan Jenis Crowdsourcing
Crowdsourcing mengacu pada

praktik mendapatkan masukan,

layanan, atau ide dari sekelompok besar

orang yang beragam, biasanya melalui

platform  digital.  Crowdsourcing
memungkinkan pemerintah dan
lembaga untuk memanfaatkan

kecerdasan kolektif dalam pengambilan
keputusan, inovasi layanan publik, dan
pemecahan  masalah.(Renteria &
Ruvalcaba-Gomez,
2025)Crowdsourcing dalam tata kelola
dapat mengambil beberapa bentuk:

e Ideasi Crowdsourcing —
Mendorong masyarakat untuk
mengusulkan ide dan solusi
untuk tantangan kebijakan.

e Microtasking — Menugaskan
tugas berskala kecil kepada
kelompok besar untuk
mengumpulkan informasi
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(misalnya, melaporkan lubang
jalan melalui aplikasi).

e Crowdsourcing Pemecahan
Masalah — Melibatkan para ahli

dan masyarakat dalam
memecahkan masalah yang
kompleks.

e C(itizen Science —
Mengumpulkan data
lingkungan dan sosial dari para
relawan.

Peran Crowdsourcing dalam Tata
Kelola Partisipatif

Meningkatnya permintaan akan
demokrasi partisipatif telah
memposisikan crowdsourcing sebagai
alat untuk meningkatkan keterlibatan
warga dalam pemerintahan. Tata kelola
digital telah memungkinkan interaksi
real-time antara pemerintah dan warga,
yang mengarah pada pembuatan
kebijakan yang lebih inklusif. Platform
crowdsourcing, seperti sistem
penganggaran partisipatif, telah
diterapkan di beberapa negara untuk
memungkinkan warga berkontribusi
langsung dalam proses pengambilan
keputusan lokal.(Uzel, 2024)Dengan
mengintegrasikan masukan warga, para
pembuat kebijakan dapat memastikan
bahwa  kebijakan = mencerminkan
kebutuhan = masyarakat  sekaligus
mendorong transparansi dan
akuntabilitas.
Kerangka Teoritis
Teori Demokrasi Digital dan FE-
Governance

Konsep demokrasi digital
menekankan peran teknologi dalam
memungkinkan  partisipasi ~ warga
negara yang lebih luas dalam
pemerintahan. E-pemerintahan
mengintegrasikan perangkat digital
untuk  meningkatkan  administrasi
publik, meningkatkan komunikasi
antara pemerintah dan warga negara,
serta mengoptimalkan pengambilan
keputusan.(Al Rasdi, 2025)Kerangka
kerja ini  menyoroti  bagaimana
crowdsourcing dapat berfungsi sebagai

perpanjangan dari tata kelola demokrasi
dengan menciptakan platform yang
mudah diakses untuk keterlibatan.
Model  Partisipasi ~ Publik  dan
Pengambilan Keputusan Kolaboratif
Teori partisipasi publik
menunjukkan bahwa melibatkan warga
negara dalam tata kelola pemerintahan
meningkatkan efektivitas kebijakan.
Model pengambilan keputusan
kolaboratif berpendapat bahwa
pendekatan  kolektif menghasilkan
solusi yang lebih berkelanjutan, karena
beragam perspektif berkontribusi pada
kebijakan yang menyeluruh.
Crowdsourcing sejalan dengan model
ini dengan memungkinkan para
pembuat kebijakan mengakses umpan
balik secara langsung, merancang solusi
bersama dengan publik, dan mendorong
akuntabilitas.(Dewantoro dkk., 2024).
Studi yang Ada tentang
Crowdsourcing dalam Kebijakan
Publik
Studi Kasus dari Berbagai Negara
e  Konstitusi Islandia yang Didanai
Massa (2011) — Salah satu contoh
paling menonjol dari pendanaan
massa dalam  pemerintahan,
Islandia mengundang warga
untuk berkontribusi pada
rancangan konstitusinya melalui

media sosial. Meskipun
rancangan akhir tidak
diimplementasikan,  rancangan

tersebut menunjukkan potensi
keterlibatan digital dalam
membentuk kebijakan.(Renteria
& Ruvalcaba-Gomez, 2025).

e  Penganggaran Partisipatif Brasil
— Brasil telah menjadi pelopor
dalam penganggaran partisipatif,
di mana  warga  negara
memberikan suara untuk
menentukan  prioritas  belanja
publik. Model ini telah direplikasi
di berbagai kota di seluruh dunia
dan dianggap sebagai contoh
sukses pembuatan kebijakan yang
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dipimpin oleh warga

negara.(Sibitenda dkk., 2024).

e  Ekspansi Citi Bike New York —
Kota New York menggunakan
crowdsourcing untuk
menentukan lokasi baru stasiun
Citi Bike berdasarkan permintaan
publik. Inisiatif ini menunjukkan
bagaimana crowdsourcing dapat
meningkatkan perencanaan kota
dan pembangunan
infrastruktur.(Sankaran dkk.,
2024).

Studi kasus ini menunjukkan
bahwa crowdsourcing dapat
meningkatkan pengambilan keputusan
dengan mengintegrasikan wawasan
publik ke dalam perumusan kebijakan.
Namun, tantangan yang ada adalah
memastikan partisipasi yang adil,

menghindari manipulasi, dan
mengintegrasikan ~ beragam  sudut
pandang.

Tantangan dan Risiko

Crowdsourcing dalam Tata Kelola
Keandalan Data dan Misinformasi
Tantangan utama dalam tata
kelola crowdsourcing adalah
memastikan akurasi dan keandalan data
crowdsourcing. Platform partisipasi
terbuka rentan terhadap misinformasi,
bias, dan manipulasi. Studi
menunjukkan bahwa tanpa mekanisme
verifikasi, data crowdsourcing dapat
menyesatkan dan berdampak negatif
pada pengambilan
keputusan.(Onyango, 2024)Pemerintah
harus menerapkan proses validasi data
untuk menyaring masukan yang andal
dari kontribusi yang tidak relevan atau
menyesatkan.
Kesenjangan Digital dan Aksesibilitas
Meskipun crowdsourcing
menawarkan platform untuk
keterlibatan, hal ini juga berisiko
mengecualikan komunitas
terpinggirkan dengan akses digital
terbatas.  Penelitian =~ menunjukkan
bahwa partisipasi digital cenderung
menguntungkan demografi perkotaan
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yang melek teknologi, sehingga
populasi pedesaan dan berpenghasilan
rendah kurang terwakili.(Bhanye dan
Shayamunda, 2024)Untuk memitigasi
hal ini, para pembuat kebijakan harus
memastikan infrastruktur digital yang
inklusif dan menyediakan sarana
partisipasi alternatif.
Masalah Keamanan dan Etika

Privasi dan keamanan data
menimbulkan kekhawatiran signifikan
dalam inisiatif crowdsourcing. Platform
keterlibatan publik seringkali
mengharuskan pengguna untuk
mengirimkan data pribadi, sehingga
menimbulkan  pertanyaan  tentang
perlindungan data dan tata kelola yang
etis. Para akademisi menekankan

perlunya  kebijakan  data  yang
transparan untuk mencegah
penyalahgunaan  dan  melindungi

informasi warga negara.(Tan dkk.,
2024).
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Studi ini menggunakan
pendekatan analisis data kualitatif dan
sekunder untuk mengeksplorasi peran
crowdsourcing dalam pengambilan
keputusan kebijakan publik.
Pendekatan kualitatif sangat relevan
karena memungkinkan penelaahan
mendalam terhadap literatur, studi
kasus, dan inisiatif pemerintah yang ada
terkait crowdsourcing dalam tata
kelola.(Panzarella dkk., 2024)Studi ini
akan berfokus pada analisis pola, tema,
dan praktik terbaik terkait implementasi
crowdsourcing  dalam  perumusan
kebijakan.
Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bergantung
pada data sekunder, maka penelitian ini
akan mengumpulkan dan menganalisis
informasi dari berbagai sumber yang
kredibel:
Laporan Pemerintah

Dokumen kebijakan, white paper,
dan laporan dari lembaga pemerintah
yang tersedia untuk umum akan
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diperiksa untuk memahami bagaimana
pembuat kebijakan mengintegrasikan
crowdsourcing ke  dalam  tata
kelola.(Dewantoro dkk., 2024).
Makalah Akademik dan Artikel Jurnal

Penelitian ilmiah dari jurnal,
buku, dan prosiding konferensi yang
terindeks Scopus akan ditinjau untuk
menilai  kerangka teoritis, temuan
empiris, dan analisis komparatif
crowdsourcing dalam  pembuatan
kebijakan.(CTDIMS, 2024).
Studi  Kasus tentang
Crowdsourcing

Studi ini akan menyelidiki
contoh-contoh  crowdsourcing yang
terkenal, seperti reformasi konstitusi
crowdsourcing di Islandia,
penganggaran partisipatif di Brasil, dan
proyek perluasan Citi Bike di New
York.(Renteria & Ruvalcaba-Gomez,
2025)Studi kasus ini akan memberikan
wawasan tentang bagaimana
crowdsourcing telah berhasil atau tidak
berhasil diterapkan dalam berbagai
model tata kelola.
Tren Partisipasi Publik dalam Platform
Crowdsourcing

Data dari platform partisipasi
digital, perangkat teknologi sipil, dan
aplikasi e-pemerintahan akan dianalisis
untuk mengidentifikasi tren dalam
keterlibatan publik dan efektivitas
pembuatan kebijakan yang bersumber
dari masyarakat.(Hooper dan Edwards,
2024).
Analisis Data

Untuk memastikan evaluasi yang
komprehensif, penelitian ini akan
menggunakan metode analisis data
berikut:
Analisis Tematik

Analisis tematik akan dilakukan
untuk mengidentifikasi pola, tantangan,
dan strategi umum terkait
crowdsourcing dalam tata kelola. Hal
ini.  mencakup  pengodean  dan
pengkategorian  tema-tema  utama,
seperti  keterlibatan publik, inklusi

Inisiatif

digital, dan efektivitas
kebijakan.(Ataman dkk., 2024).
Analisis Perbandingan

Studi ini akan membandingkan
berbagai model crowdsourcing yang
digunakan dalam pembuatan kebijakan
di berbagai wilayah dan struktur tata
kelola. Dengan mengevaluasi faktor-
faktor keberhasilan dan keterbatasan
model-model ini, penelitian ini akan
menawarkan wawasan praktis untuk
mengoptimalkan crowdsourcing dalam
kebijakan publik.(Calzada dkk., 2025).

Dengan menggunakan
pendekatan analisis data sekunder, studi
ini  bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif tentang
crowdsourcing dalam kebijakan publik.
Melalui  analisis  tematik  dan
komparatif, penelitian ini  akan
menyoroti praktik terbaik, peluang, dan
tantangan, yang berkontribusi pada
wacana tata kelola partisipatif yang
sedang berlangsung.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peluang  Crowdsourcing dalam
Pengambilan Keputusan Publik
Peningkatan Partisipasi dan
Transparansi Warga Negara

Salah satu peluang paling
signifikan yang ditawarkan oleh
crowdsourcing dalam pengambilan
keputusan publik adalah
kemampuannya untuk meningkatkan
partisipasi warga. Proses pembuatan
kebijakan tradisional seringkali
membatasi keterlibatan publik karena
kompleksitas  birokrasi, kurangnya
aksesibilitas, atau saluran komunikasi
yang tidak memadai. Crowdsourcing,
yang difasilitasi melalui platform
digital, mengatasi hambatan ini dengan
memungkinkan interaksi langsung dan
waktu nyata antara warga dan pembuat

kebijakan.(Uzel, 2024)Dengan
menyediakan ruang bagi individu untuk
menyuarakan keprihatinan,
mengusulkan gagasan, dan

berpartisipasi dalam pengembangan
kebijakan, crowdsourcing mendorong
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model tata kelola yang lebih inklusif
dan demokratis.

Transparansi merupakan salah
satu keuntungan utama crowdsourcing
dalam pengambilan keputusan. Sifat
digital crowdsourcing memungkinkan
para pembuat kebijakan untuk berbagi
data, diskusi, dan rancangan kebijakan
secara  terbuka  dengan  publik,
menciptakan sistem yang membuat
proses pengambilan keputusan lebih
terlihat dan akuntabel. Misalnya,
platform partisipasi digital seperti
"Kunta.live", yang dikembangkan
untuk tata kelola pemerintahan daerah,
telah meningkatkan kepercayaan publik
dengan memastikan bahwa keterlibatan
masyarakat tercatat dan terintegrasi
dalam proses pengambilan
kebijakan.(Leppéniemi dkk., 2024).

Selain itu, crowdsourcing
memungkinkan  pemerintah  untuk
mengumpulkan sentimen dan umpan
balik publik terhadap kebijakan yang
diusulkan  sebelum  implementasi
resminya. Dengan  menganalisis
tanggapan dan gagasan warga, para
pembuat kebijakan dapat menyesuaikan
kebijakan  berdasarkan  kebutuhan
publik  yang nyata, sehingga
mengurangi risiko reaksi negatif atau
kegagalan kebijakan.(Pashentsev dan
Babaeva, 2024).

Perspektif yang Lebih Inklusif dan
Beragam dalam Pembuatan Kebijakan

Crowdsourcing menciptakan
peluang bagi para pembuat kebijakan
untuk  mengintegrasikan  beragam
perspektif dari beragam warga negara,
yang menghasilkan kebijakan yang
lebih menyeluruh dan representatif.
Berbeda dengan struktur tata kelola
tradisional di mana pengambilan
keputusan terpusat di antara para
pembuat  kebijakan dan  pakar,
crowdsourcing memungkinkan
kontribusi dari orang-orang dengan
beragam latar belakang, keahlian, dan
pengalaman hidup.(Satheesan dkk.,
2024).
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Contoh nyata inklusivitas
crowdsourcing  adalah  reformasi
konstitusi Islandia yang berbasis
crowdsourcing. Pemerintah Islandia
mengundang warga untuk
menyumbangkan ide dan masukan
terkait amandemen konstitusi melalui
platform media sosial. Pendekatan
bottom-up ini memastikan bahwa
kebijakan mencerminkan kebutuhan
dan harapan demografi yang luas, alih-
alih ditentukan semata-mata oleh elit
politik.(Abat i Ninet, 2021).

Demikian pula, inisiatif
penganggaran partisipatif di Brasil telah
berhasil mengintegrasikan masukan
publik ke dalam  pengambilan
keputusan keuangan, yang
memungkinkan  masyarakat  untuk
menentukan bagaimana dana publik
seharusnya dialokasikan. Hal ini tidak
hanya  meningkatkan  keterlibatan
masyarakat tetapi juga memastikan
bahwa sumber daya publik
didistribusikan dengan cara yang
selaras dengan prioritas masyarakat.

Selain meningkatkan inklusivitas,
crowdsourcing membantu memperkuat
suara-suara yang kurang terwakili.
Komunitas minoritas, penyandang
disabilitas, dan kelompok marginal
yang mungkin kesulitan berinteraksi
dengan struktur pemerintahan
tradisional dapat berpartisipasi melalui
platform  digital yang  mudah
diakses.(Stokes dkk.,
2024)Demokratisasi pengambilan
keputusan publik ini memperkuat
kesetaraan sosial dan memastikan
bahwa tata kelola pemerintahan lebih
mencerminkan keberagaman
masyarakat.

Efektivitas Biaya dan Efisiensi dalam
Pengambilan Keputusan

Selain meningkatkan partisipasi
dan  inklusivitas, crowdsourcing
meningkatkan efektivitas biaya dan
efisiensi ~ pengambilan  keputusan
publik. Metode perumusan kebijakan
tradisional, seperti survei skala besar,
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konsultasi publik, dan tinjauan ahli,
dapat memakan biaya dan waktu yang
besar.  Sebaliknya, crowdsourcing
memungkinkan pemerintah
mengumpulkan data dalam jumlah
besar dengan cepat dan dengan biaya
yang jauh lebih rendah.(Prabhugouda
dan Asra, 2024).

Misalnya, Proyek Perluasan
Sepeda Citi di New York menggunakan
crowdsourcing untuk  menentukan
lokasi optimal bagi stasiun sepeda baru.
Dengan menganalisis pengajuan publik,
para perencana kota dapat
mengidentifikasi area dengan
permintaan  tinggi  tanpa  perlu
melakukan studi kelayakan yang
mahal.(Robinson dkk., 2024)Metode
ini tidak hanya menghemat waktu tetapi
juga memastikan bahwa pengembangan
infrastruktur selaras dengan kebutuhan
nyata pengguna.

Selain itu, crowdsourcing
memungkinkan para pembuat kebijakan
mengakses data real-time dari publik,
sehingga memungkinkan tata kelola
yang lebih responsif dan adaptif.
Misalnya, platform digital yang
mengintegrasikan laporan ber-geotag—
seperti aplikasi yang memungkinkan
warga melaporkan lubang jalan atau
kerusakan lampu jalan—membantu
pemerintah mengatasi masalah
infrastruktur dengan lebih cepat dan
efektif.(Sistrunk, 2024).

Efisiensi juga meningkat dalam
pembuatan undang-undang dan
penyusunan kebijakan. Alih-alih hanya
mengandalkan pertemuan tertutup dan
panel  ahli, pemerintah  dapat
memanfaatkan crowdsourcing untuk
mengumpulkan beragam wawasan,

menguji reaksi publik, dan
menyempurnakan  proposal  dalam
waktu singkat.(Pashentsev dan
Babaeva,  2024)Dalam  kerangka

hukum, crowdsourcing yang dibantu
kecerdasan  buatan  (AI)  telah
dieksplorasi  untuk  menganalisis
proposal hukum yang dihasilkan oleh

warga negara, membantu para pembuat
undang-undang mengidentifikasi ide-
ide yang paling relevan secara
efisien.(Leppaniemi dkk., 2024).

Cara lain crowdsourcing
mengoptimalkan tata kelola adalah
melalui inovasi terbuka, di mana para
pembuat  kebijakan  berkolaborasi
dengan peneliti, insinyur, dan pakar
untuk memecahkan tantangan sosial
yang kompleks. Metode ini telah
berhasil diterapkan dalam kebijakan
lingkungan, di mana pemerintah telah
mengundang para ilmuwan dan publik
untuk berkontribusi data tentang pola
perubahan iklim, yang menghasilkan
keputusan  kebijakan yang lebih
berbasis data.(Uzel, 2024).

Tantangan dan Risiko
Crowdsourcing dalam Pembuatan
Kebijakan Publik

Seiring dengan semakin
populernya  crowdsourcing  dalam
pengambilan keputusan publik, penting
untuk menyadari tantangan dan risiko
yang menyertainya. Meskipun
crowdsourcing memberikan
keterlibatan, transparansi, dan efisiensi
yang lebih besar bagi warga negara, isu-
isu seperti misinformasi, kesenjangan
digital, dan masalah privasi
menimbulkan  ancaman  signifikan
terhadap efektivitasnya. Tantangan-
tantangan ini perlu diatasi untuk
memastikan bahwa pembuatan
kebijakan berbasis crowdsourcing tetap
menjadi alat yang andal dan inklusif
untuk tata kelola pemerintahan.
Masalah Misinformasi dan Kualitas
Data

Salah satu masalah paling
mendesak dalam crowdsourcing untuk
pembuatan kebijakan adalah
misinformasi dan kualitas data yang
dikumpulkan.  Platform  partisipasi
terbuka rentan terhadap informasi yang
tidak akurat, bias, atau dimanipulasi,
yang dapat berdampak signifikan pada
pengambilan  keputusan.  Berbeda
dengan proses pembuatan kebijakan
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yang digerakkan oleh para ahli, di mana
informasi diverifikasi melalui analisis
yang ketat, data crowdsourcing berasal
dari beragam sumber, sehingga sulit
untuk memverifikasi keaslian dan
akurasinya.(Ucci dan Mavrogianni,
2024).

Misinformasi dalam crowdsourcing
dapat muncul karena berbagai faktor,
termasuk:

e Manipulasi yang Disengaja:
Kelompok kepentingan atau
aktor yang bermotivasi politik
mungkin mencoba
mempengaruhi keputusan
publik  dengan  membanjiri
platform crowdsourcing dengan
informasi yang bias atau
menyesatkan.

e Kurangnya Keahlian:
Crowdsourcing memungkinkan
partisipasi yang luas, tetapi
tidak semua kontributor
memiliki keahlian yang
diperlukan untuk memberikan
masukan yang berharga. Hal ini
dapat menyebabkan tersebarnya
asumsi yang belum terverifikasi
atau opini subjektif, yang tidak
berkontribusi pada pembuatan
kebijakan yang baik.(Darbellay,

2024).

e Pengiriman Palsu atau
Otomatis: Meningkatnya
misinformasi yang dihasilkan
oleh bot menimbulkan

tantangan dalam menyaring
respons yang tidak dihasilkan
oleh manusia, sehingga
mempersulit para  pembuat
kebijakan untuk mempercayai
data yang dikumpulkan secara
massal.(Ucci dan Mavrogianni,
2024).

Untuk mengatasi masalah ini,
pemerintah perlu menerapkan teknik
validasi data yang kuat. Ini termasuk
mengintegrasikan mekanisme
pengecekan fakta, verifikasi data
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berbasis Al, dan panel moderasi pakar
untuk menyaring informasi yang tidak
dapat diandalkan. Selain itu, referensi
silang masukan crowdsourced dengan
sumber data resmi dapat membantu
mengurangi risiko misinformasi.
Kesenjangan Digital dan Kekhawatiran
Aksesibilitas

Meskipun crowdsourcing
mendorong inklusivitas, hal ini juga
memperparah kesenjangan digital—
kesenjangan antara mereka yang
memiliki akses ke perangkat digital dan
mereka yang tidak. Komunitas
marginal, populasi lansia, dan
masyarakat di pedesaan seringkali
memiliki akses terbatas ke internet,
keterampilan literasi digital, atau
infrastruktur teknologi yang diperlukan,

sehingga  mereka  tidak  dapat
berpartisipasi dalam pembuatan
kebijakan yang berbasis

crowdsourcing.(Darbellay, 2024).
Kesenjangan digital terwujud dalam
cara-cara berikut:

e Akses internet terbatas: Di
negara-negara berkembang,
tingkat penetrasi internet masih
rendah, sehingga membatasi
partisipasi  dalam  inisiatif
crowdsourcing daring.(Ucci dan
Mavrogianni, 2024).

e Hambatan bahasa dan literasi:
Banyak platform crowdsourcing
yang beroperasi terutama dalam
bahasa Inggris atau bahasa
nasional yang dominan,
mengecualikan individu yang
berbicara bahasa daerah atau
bahasa asli.(Ucci dan
Mavrogianni, 2024).

o Literasi teknologi: Bahkan di
negara-negara dengan akses
internet yang luas, kurangnya
keterampilan  digital  dapat
mencegah kelompok tertentu
untuk  sepenuhnya terlibat
dengan platform tata kelola
daring.(Darbellay, 2024).
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Pengecualian demografi tertentu
dari pembuatan kebijakan
crowdsourcing menyebabkan
representasi opini publik yang tidak
merata, yang pada akhirnya
memengaruhi legitimasi kebijakan yang
dirumuskan melalui metode-metode ini.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah
harus menerapkan strategi seperti:

o Alternatif partisipasi offline,
termasuk partisipasi berbasis
SMS atau telepon bagi mereka
yang tidak memiliki akses
internet.

o Kampanye literasi digital publik
untuk mendidik warga tentang
cara terlibat dengan platform
crowdsourcing secara efektif.

e Antarmuka platform
multibahasa untuk
memungkinkan partisipasi dari
penutur bahasa minoritas.

Pemerintah juga perlu
mengembangkan model partisipasi
hibrida yang menggabungkan
crowdsourcing digital dengan
konsultasi tatap muka tradisional,

memastikan bahwa kelompok yang
kurang terwakili tetap memiliki suara
dalam pembuatan kebijakan.
Privasi, Keamanan, dan Kekhawatiran
Etika dalam Pembuatan Kebijakan
Crowdsourced

Platform crowdsourcing
seringkali mengharuskan pengguna
untuk mengirimkan informasi pribadi,
sehingga menimbulkan risiko privasi
dan keamanan yang  signifikan.
Kurangnya undang-undang
perlindungan data yang kuat atau
langkah-langkah keamanan siber yang
tidak memadai dapat membuat peserta
rentan terhadap potensi
penyalahgunaan informasi mereka,
yang dapat mengakibatkan pelanggaran
privasi dan pencurian identitas.(Ucci
dan Mavrogianni, 2024).
Masalah etika dan keamanan utama
dalam pembuatan kebijakan
crowdsourced meliputi:

Risiko Privasi Data: Banyak

platform crowdsourcing
mengumpulkan data sensitif
pengguna, termasuk lokasi,
demografi, dan opini. Jika

dikelola secara tidak tepat, data
ini dapat dieksploitasi oleh
pihak ketiga, termasuk
pengiklan, kelompok politik,
atau bahkan pelaku kejahatan.
Ancaman Keamanan Siber:
Insiden peretasan, pelanggaran
data, dan akses tidak sah ke
basis data crowdsourcing dapat
membahayakan  kepercayaan
publik dan membuat warga
enggan berpartisipasi.
Manipulasi  Hasil:  Dalam
beberapa kasus, pemerintah atau
organisasi yang menjalankan

platform crowdsourcing
mungkin secara selektif
menyoroti masukan tertentu

sambil mengabaikan pendapat
yang berbeda, sehingga
merusak pengambilan
keputusan yang demokratis.
Pertimbangan Etis: Pembuatan
kebijakan yang dilakukan secara
crowdsourced ~ menimbulkan
pertanyaan tentang persetujuan
dan anonimitas. Peserta harus
diberi tahu tentang bagaimana
data mereka akan digunakan,
dan mekanisme harus tersedia
untuk memastikan partisipasi
yang etis.(Sarjito, 2024).

Untuk mengatasi tantangan keamanan
dan etika ini, pemerintah harus:

Terapkan peraturan
perlindungan data yang lebih
kuat, pastikan bahwa informasi
peserta tetap rahasia dan tidak
dibagikan kepada pihak ketiga
tanpa persetujuan.
Memanfaatkan teknologi
blockchain untuk transparansi,
yang memungkinkan pencatatan
kontribusi crowdsourced yang
aman dan tidak dapat diubah.
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e Memperkenalkan protokol
keamanan siber yang ketat,
termasuk autentikasi
multifaktor dan enkripsi untuk
melindungi data peserta.

o Pastikan representasi yang adil
dengan menjadikan platform
crowdsourcing sebagai sumber
terbuka dan dapat diaudit
publik, mencegah manipulasi
hasil.

Karena partisipasi warga negara
melalui sarana digital terus meluas,
pemerintah harus menyeimbangkan
keterbukaan dengan perlindungan data,
guna memastikan bahwa pembuatan
kebijakan melalui pengumpulan data
tetap menjadi proses yang tepercaya
dan etis.

Praktik Terbaik dan Rekomendasi
Kebijakan untuk Crowdsourcing
dalam Tata Kelola

Crowdsourcing berpotensi
merevolusi  tata  kelola  dengan
meningkatkan transparansi, partisipasi,
dan efisiensi. Namun, agar benar-benar
efektif, kebijakan terstruktur dan
praktik terbaik harus diterapkan untuk
meningkatkan efisiensi, memastikan
inklusivitas, dan menjaga standar etika.
Berikut adalah strategi dan
rekomendasi kebijakan utama untuk
mengoptimalkan peran crowdsourcing
dalam tata kelola.

Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi
Crowdsourcing dalam Tata Kelola
e Menerapkan Model Crowdsourcing

Hibrida

Pendekatan hibrida yang
menggabungkan masukan ahli dan
partisipasi publik dapat meningkatkan
efisiensi dalam pengambilan keputusan.
Penelitian menunjukkan bahwa
menggabungkan data yang dihasilkan
warga dengan analisis ahli
meningkatkan akurasi rekomendasi
kebijakan sekaligus mempertahankan
keterlibatan masyarakat yang
luas.(Manion, 2025).
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Contoh:  Dalam  pembuatan
kebijakan lingkungan, pemerintah
dapat mengumpulkan data waktu nyata
dari warga tentang tingkat polusi udara
dan melakukan validasi silang dengan
data satelit yang telah ditinjau oleh para
ahli sebelum melakukan penyesuaian

kebijakan.
e Memanfaatkan Al dan Otomatisasi
untuk Penyaringan Data

Salah satu tantangan utama dalam
crowdsourcing adalah menangani data
tak terstruktur dalam jumlah besar.
Pemrosesan bahasa alami (NLP)
berbasis Al dan algoritma pembelajaran
mesin dapat membantu menyaring
kontribusi yang relevan dan berkualitas
tinggi sekaligus menandai misinformasi
atau spam.

Praktik Terbaik: Kategorisasi
masukan warga yang didukung Al
membantu memprioritaskan wawasan
yang dapat ditindaklanjuti sekaligus
meminimalkan gangguan dari data yang
tidak dapat diandalkan.

e Gamifikasi dan Insentif untuk
Meningkatkan Partisipasi

Meningkatkan keterlibatan dalam

inisiatif crowdsourcing membutuhkan
motivasi warga untuk berpartisipasi
aktif. Strategi gamifikasi, seperti sistem
penghargaan, papan peringkat, dan
program pengakuan, telah efektif dalam
menjaga  partisipasi  publik tetap
tinggi.(Manion, 2025).
Contoh: Platform yang menyediakan
lencana  atau  sertifikat  kepada
kontributor terbaik mendorong
partisipasi berkelanjutan dan kiriman
berkualitas.

e Memperkuat Responsivitas
Pemerintah

Agar  crowdsourcing  dapat

mempertahankan kredibilitas,

pemerintah harus menunjukkan bahwa
kontribusi ~ warga negara  dapat
menghasilkan perubahan kebijakan
yang nyata. Studi menunjukkan bahwa
kurangnya tindak lanjut menghambat
partisipasi.
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Praktik Terbaik: Tetapkan siklus umpan
balik, di mana pemerintah secara
berkala memberi informasi terbaru
kepada peserta tentang bagaimana
masukan mereka digunakan untuk
membentuk kebijakan.

Kerangka Kebijakan untuk Memastikan
Inklusivitas, Keamanan Data, dan

Implementasi yang Etis
e Mempromosikan Inklusivitas dan
Aksesibilitas Digital

Crowdsourcing harus bersifat
inklusif, memastikan partisipasi dari
semua demografi, termasuk penduduk
pedesaan, kelompok terpinggirkan, dan
penyandang disabilitas.

o Rekomendasi Kebijakan:
Pemerintah harus
mengembangkan platform

multibahasa dan menyediakan
opsi partisipasi offline seperti
pusat crowdsourcing berbasis
SMS atau berbasis komunitas.

o Contoh: Inisiatif penganggaran

partisipatif Brasil
mengintegrasikan  partisipasi
langsung dan digital,

membuatnya dapat diakses oleh
warga negara tanpa akses
internet.
e Memperkuat
Perlindungan Data
Privasi data tetap menjadi
perhatian utama dalam pembuatan
kebijakan  berbasis urun  daya.
Pemerintah harus menerapkan kerangka
hukum yang jelas untuk melindungi

Peraturan

data  warga  negara sekaligus
memastikan transparansi dalam
penggunaan data.

o Rekomendasi Kebijakan:

Perkenalkan protokol enkripsi
yang ketat dan izinkan
pengguna berkontribusi secara
anonim jika mereka
memilihnya.

o Contoh: Kerangka kerja GDPR
Uni Eropa menetapkan preseden
yang kuat untuk undang-undang
privasi data crowdsourcing.

e Menetapkan Pedoman Etika untuk

Crowdsourcing
Crowdsourcing harus mematuhi

prinsip-prinsip  etika, = memastikan
bahwa pengumpulan data tidak
mengarah pada diskriminasi,
eksploitasi, atau manipulasi.

o Rekomendasi Kebijakan:
Pemerintah harus
mengembangkan pedoman etika
yang dapat diakses publik,
memastikan bahwa platform

crowdsourcing mematuhi
transparansi, akuntabilitas, dan
keadilan.

Dengan  menerapkan  praktik
terbaik dan rekomendasi kebijakan ini,
crowdsourcing dapat menjadi alat yang
lebih ampuh dan etis dalam tata kelola.
Strategi  sepertti  model  hibrida,
penyaringan Al, dan gamifikasi akan
meningkatkan efisiensi, sementara
kebijakan partisipasi yang inklusif,
langkah-langkah keamanan data yang
kuat, dan pedoman etika akan
memastikan pengambilan keputusan
yang adil dan transparan.

Karena crowdsourcing terus
membentuk tata kelola, pembuat
kebijakan = harus = memprioritaskan
kepercayaan digital, inklusivitas, dan
tata kelola data yang bertanggung jawab
untuk  memaksimalkan  potensinya
dalam peningkatan keterlibatan sipil
dan pembuatan kebijakan yang lebih
cerdas.

KESIMPULAN

Crowdsourcing telah muncul
sebagai alat transformatif dalam
pengambilan  keputusan  kebijakan
publik, menawarkan cara-cara baru bagi
pemerintah untuk melibatkan warga
negara, meningkatkan transparansi, dan
meningkatkan efektivitas kebijakan.
Dengan memanfaatkan kecerdasan
kolektif, crowdsourcing mendorong
tata kelola yang inklusif di mana warga
negara secara aktif menyumbangkan
ide, wawasan, dan umpan balik.
Namun, implementasinya
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menghadirkan  peluang  sekaligus
tantangan. Selain  meningkatkan
partisipasi, efisiensi, dan inovasi,
crowdsourcing juga menimbulkan
kekhawatiran terkait kualitas data,
misinformasi, aksesibilitas digital, dan
pertimbangan etika.

Bagi para pembuat kebijakan,
integrasi crowdsourcing yang efektif
membutuhkan pendekatan terstruktur.
Pemerintah harus menetapkan kerangka
regulasi yang jelas, memanfaatkan Al
untuk menyaring dan memvalidasi data,
serta mengembangkan model
partisipasi inklusif yang menjamin
representasi yang beragam. Keamanan
data dan perlindungan privasi yang kuat
juga krusial untuk menjaga
kepercayaan  publik.  Selain itu,
mekanisme  umpan  balik  yang
transparan akan mendorong
keterlibatan dan kepercayaan publik
yang berkelanjutan dalam proses
pembuatan kebijakan.

Penelitian di masa mendatang
sebaiknya  mengeksplorasi  model
crowdsourcing berbasis Al untuk
meningkatkan akurasi dan keandalan
masukan publik. Studi perbandingan di
berbagai sistem tata kelola dapat
memberikan wawasan tentang kerangka
kerja crowdsourcing yang paling
efektif. Seiring perkembangan
teknologi, pemerintah harus beradaptasi
dan menyempurnakan strategi
crowdsourcing mereka untuk
memaksimalkan potensinya sebagai
alat inovasi demokratis dan pembuatan
kebijakan yang responsif.
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